BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 708, 2021

DJSN. Target Kinerja. Penilaian Capaian Kinerja.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penetapan.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

Menimbang

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan
Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan
Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan
Jaminan Sosial Nasional berwenang menetapkan target
kinerja dan menilai capaian kinerja Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial,

bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor
1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator
Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan
perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang
Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6270);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5724);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5730);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6649);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang
Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 252);

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji
atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif

bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
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19.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Susunan  Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian
Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata
Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016
tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016
tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020
tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan
Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1388);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan,
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Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1513);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016
tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-
CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
92);

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3
Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang
Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 247);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN
KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
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Pasal 1
Peraturan Dewan ini merupakan pedoman bagi Dewan
Jaminan Sosial Nasional dalam menetapkan target kinerja
dan menilai capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial.

Pasal 2

(1) Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan oleh
Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(2) Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan
penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dewan

Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 3

Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri atas:

a. pedoman penetapan target kinerja dan penilaian capaian
kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

b. format isian penetapan target kinerja dan penilaian
capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Dewan Jaminan Sosial ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Penetapan dan
Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial tahun 2021 dan seterusnya dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Dewan ini.
Pasal 5

Ketentuan mengenai penilaian capaian kinerja Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Peraturan Dewan
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Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 499) masih berlaku hingga
diterbitkannya Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional
yang menetapkan hasil penilaian kinerja Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial untuk Tahun 2020.

Pasal 6
Dalam rangka penetapan target kinerja Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tahun 2021, Dewan Jaminan Sosial Nasional
menetapkan dan menyampaikan target kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Presiden dengan
tembusan kepada  Menteri Keuangan dan = Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial bersamaan dengan penetapan
target kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun

2022.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan
Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial masih berlaku terbatas pada
ketentuan mengenai penilaian capaian kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Tahun 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8
Pada saat peraturan dewan ini mulai berlaku, Peraturan
Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 499), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku setelah terbitnya Keputusan Dewan Jaminan
Sosial Nasional yang menetapkan hasil penilaian kinerja
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Tahun 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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Pasal 9
Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ttd

TB ACHMAD CHOESNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUELIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN
CAPAIAN EKINERJA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL

PEDOMAN
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
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BABI
PENDAHULUAN

Al Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), DJSN berwenang
melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.
Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (UU BPJS) menetapkan DJSN sebagai Pengawas Eksternal BPJS.
Lebih lanjut Pasal 46 ayat (1) dan (4) serta Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pasal 57 ayat (1) dan (4) serta Pasal 61 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh DJSN dan Lembaga
Pengawas Independen.

Pengawasan Eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS.
DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan aset
BPJS dan aset DJS.

4. DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan

keuangan kepada Presiden.

Pasal 44 ayat (6) UU BPJS menetapkan bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan
karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang
dibayarkan dari hasil pengembangan. Selanjutnya mekanisme penyampaian
rekomendasi besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS kemudian
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat (2):

“BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

www.peraturan.go.id
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yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan
kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.”

2. Pasal 25 ayat (4):

“Presiden menugasan kepada Menteri untuk melakukan penilaian atas
laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)."

3. Pasal 26 ayat (1):

“Dalam rangka penilaian capaian kinerja, Menteri melakukan reviu dan
pembahasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan yang disampaikan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat
(2)."

4. Pasal 26 ayat (2):

"Dalam melakukan reviu atas laporan pengelolaan program dan laporan

keuangan tahunan yang disampaikan BPJS, Menteri berkoordinasi dengan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan; dan/atau

c. Ketua DJSN."

5. Pasal 26 ayat (4):

“Menteri setelah mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menyampaikan laporan pengesahan atas laporan pengelolaan program dan
laporan keuangan tahunan BPJS, serta rekomendasi besaran insentif Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS kepada Presiden.”

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020, tata cara
pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS
selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berikut ini
adalah siklus pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan BPJS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020:
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Gambar 1.1. Siklus Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan
Keuangan Tahunan BPJS
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Berdasarkan seluruh ketentuan dan siklus sebagaimana tersebut di atas,
dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pedoman penetapan target
kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS. Hasil penilaian tersebut digunakan oleh
DJSN untuk mengidentifikasi dan menetapkan hasil capaian kinerja, serta
melakukan evaluasi dan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh BPJS.
Hasil penilaian capaian kinerja juga dapat digunakan oleh Menteri Keuangan
sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi besaran insentif bapgi Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS yang disampaikan kepada Presiden.
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B.  Maksud dan Tujuan
Maksud Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja
BPJS adalah:
1. Sebagai panduan bagi DJSN dalam menetapkan target kinerja dan menilai
capaian kinerja BPJS.

2. Sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

3. Sebagai acuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada
seluruh jajaran BPJS mengenai metode dan tahapan proses penetapan target
kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS dalam rangka mewujudkan visi,
misi dan tujuan BPJS di tingkat operasional.

4. Sebagai acuan bagi BPJS untuk meningkatkan kinerja dan nilai (value)
dengan cara meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan
SJSN.

Tujuan Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja

BPJS adalah:

1. Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS dapat
dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan efektif.

2. Rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang
disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disusun berdasarkan
referensi yang objektif dan akuntabel.

3. BPJS memiliki standar acuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang,
hak, dan kewajibannya.

C. Pengertian — Pengertian
Pengertian-pengertian di dalam pedoman ini adalah:

1 Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah
dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan
umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial.
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Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS
adalah panduan bagi DJSN dalam menetapkan target kinerja dan menilai
capaian kinerja BPJS.

Indikator Capaian Kinerja yang selanjutnya disebut ICK adalah formula yang
memuat kunci utama untuk mengukur kinerja.

Sistem Balanced Scorecard yang selanjutnya disingkat BSC adalah suatu
metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS,
melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana
strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan
sosial nasional berdasarkan perspektif yang disesuaikan dengan tingkat
urgensi pengelolaan program BPJS.

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha
yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik.

Aset Dana Jaminan Sosial adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh
BPJS yang merupakan milik peserta.

Aset BPJS adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang
merupakan milik lembaga BPJS.

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
FPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

7. FPeraturan Pemerintah Momor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Pensiun.

8. Peraturan Pemerintah MNomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Frogram Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
FProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan

10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan
Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan
Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Angpgota Dewan Pengawas
dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

12. FPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian
Keangpotaan Dewan .Jaminan Sosial Nasional.

14, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor &4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomeor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan
Fenyelenggara Jaminan Sosial.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 /PMK.02/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
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18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara
Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman
Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional.

22, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pendaftaran HKepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat
Jaminan Pensinn.

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua.

24, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

235. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional.

26. FPeraturan Perundang-undangan dan dasar hukum lainnya vang terkait
dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

E. Gambaran Umum Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja

BRJS

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan DJSN terhadap BPJS, DJSN
melakukan penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS. Untuk
keperluan penilaian capaian kinerja, Direksi BPJS menyampaikan laporan kinerja
pengelolaan program dan keuangan BPJS yang telah diaudit oleh KAP kepada DJSN.
ICK dalam Pedoman ini merupakan kerangka acuan untuk masing-masing BP.JS.

Adapun dapat dilakukan usulan penambahan ICK yang dianggap sangat
penting untuk dimasukkan. Mekanisme usulan penambahan ICK oleh Direktur
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Utama BPFJS mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan,
Menteri Kesehatan, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk BPJS
Kesehatan, serta persetujuan dari Menteri Kenangan, Menteri Ketenagakerjaan dan
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk BFJS Ketenagakerjaan,
sebelum disampaikan kepada Ketua DJSN.

ICK ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan DJSN berdasarkan hasil
sidang pleno DJSN. Penjelasan yang bersifat kualitatif dari penetapan target kinerja
dan penilaian capaian kinerja BPJS dituangkan dalam bentuk ringkasan eksekutif
dan keterangan pada tiap ICK.
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BAB II
PROSEDUR PENETAPAN TARGET KINERJA DAN
PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BRJS

Prosedur penetapan target kinerja, penilaian capaian kinerja, dan
penyampaian Laporan Penilaian Capaian Kinerja BPJS mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penpelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. FPeraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 /PMK.02/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan
Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Untuk setiap tahun anggaran, agenda kegiatan sudah dimulai satu tahun

sebelumnya. Secara berurutan, linimasa prosedur dari agenda kegiatan tersebut
disajikan dalam bentuk bagan proses sebagai berikut:
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Gambar 2. 1. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Kesehatan
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Gambar 2. 2. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Kesehatan
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Gambar 2. 3. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
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Gambar 2. 4. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
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(1) Prosedur yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada keterangan nomeor (3).

(2) SBama dengan keterangan nomor [1).

(3) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186,/PMK.02 /2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(4) Sama dengan keterangan nomor (3).

(3) Prosedur yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada keterangan nomor (6)

(6) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186 /PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(7) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan
Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Bila belum terdapat aturan mengenai tenggat waktu penetapan Renstra pada
BPJS Ketenagakerjaan, maka mengikuti ketentuan yang berlaku di BRJS
Kesehatan.

(8) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(9) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan
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b. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(10) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(11} Sama dengan keterangan nomor (10).

(12) Cukup jelas.

(13) Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(14) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(15) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186/PMK.02 /2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan
Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

(16) Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186 /PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan
Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

(17) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan
Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
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BAB III
PEMNETAPAN TARGET KINERJA BPJS

Penetapan Target Kinerja BPJS didahului dengan kegiatan perumusan atau
perancangan sesuai dengan kerangka yang digunakan. Metode yang digunakan
dalam penetapan Target Kinerja BPJS adalah sistem Balanced Scorecard [BSC),
yaitu suatu metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS,
melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana
strategis dan RKAT.

Penetapan target kinerja BPJS oleh DJSN mengacu pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Bilamana tidak terdapat acuan penetapan
target dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka target dapat
ditetapkan oleh DJSN dengan menggunakan hasil kajian, hasil penelitian, atau
praktik terbaik/standar yang berlaku umum di bidang jaminan sosial.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional,
perspektif pengukuran kinerja disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan
program Jaminan Sosial.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 [empat) perspektif sebagai berikut:
1. Keuangan (F), yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS

dari aspek keuangan;

2. Pelanggan yang di dalam pedoman ini disebut sebagai Peserta (M), yaitu
ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang berorientasi
kepada kepesertaan program jaminan sosial;

3. Proses Internal (P}, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan
BPJS yang terfokus kepada berbagai proses internal BPJS; dan

1. Pertumbuhan dan Pembelajaran (L), yaitu ukuran kinerja yang
menggambarkan keberhasilan BPJS dalam menciptakan pertumbuhan dan
pembelajaran dengan kesiapan organisasi, SDM, teknologi informasi dan tata
kelola.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor
186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan
bahwa berita acara menjadi dasar dalam pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan. Kemudian pada Lampiran peraturan tersebut
dinyatakan pula bahwa agregat nilai capaian kinerja BPJS merupakan rata-rata
nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian
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kinerja kesehatan keuangan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, khusus untuk

indikator Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel (F2) yang

mengacu pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
dan

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan;

ditetapkan secara terpisah dari perspektif lainnya. Oleh karenanya dalam hal

penilaian juga dilakukan secara terpisah, mengingat agregat nilai capaian kinerja

BPJS merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja

penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan.

Penetapan ICK BPJS dirumuskan berdasarkan kerangka acuan kinerja,

rencana strategis (Renstra), program kerja, dan definisi operasional ICK.

A.  Kerangka Acuan Kinerja

Kerangka Acuan Kinerja merupakan bagan proses yang diturunkan dari visi
dan misi organisasi yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi
menciptakan nilai dengan sasaran strategis yang saling terhubung secara kausalitas
dalam empat perspektif Balanced Scorecard.

Berikut ini adalah Kerangka Acuan Kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan:
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Gambar 3. 1. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Kesehatan
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Gambar 3. 2. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
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B. Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis adalah penjabaran dari kerangka acuan kinerja yang

dilengkapi dengan target ICK 5 (lima) tahun kedepan serta bobot setiap ICK.
1. Renstra BPJS Kesehatan

Tabel 3. 1. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset
DJS Kesehatan

Target Target Target Target Target

Indmbm Keachatan, Erumgen Balmn Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
X1 X2 X3 X4 X5

Fz Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Alaintabe]

F2.1 Kesechatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:

Fl.1 Rasio beban terhadap pendapatan BRIS [BOPO)

F.1.2 Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar

F2.1.3 Rasio ekuitas terhadap liabilitas

Fil.4 Opini alcuntan publik Indelks
Fx.2 Kesehatan Keuangan Aset DS Kesehatan

F21.1 Aset bersih DS Kesehatan Milinr Rp

| T Likndrtas [hIs Kesehatan

Fx2.3 Oipini alcuntan publik Indels

Tabel 3. 2. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

— semn | s | T | o | s | e
X1 X2 X3 X4 X5

PERSPEKTIF KEUANGAN

Fl Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio

F1.1 Total imbal hasil investasi WS Kesehatan

Fl1.2 Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan

F1.3 Rasio klam JEKN

PERSPEKTIF PESERTA

M1 Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia

MI1.1 Cakupan peserta

M1.2 Tingkat kepuasan peserta Indelcs

PERSPEKTIF PROZES INTERNAL

Pl Meningkatkan Manajemen Kepesertanm
Pl1.1 Jumlah rekrutmen peserta baru Peserta
P12 Integrasi data peserta dengan BRJS

" 3 Peserin
Ketenagakerjaan

www.peraturan.go.id



Perspektil ICK

-31-

Target
Tahun
X1

Satuan

Target
Tahum
X2

Target
Tahun
X3
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Target Target
Tahum Tahun
X4 X5

P2
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]
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Pembayaran klaim tepat wakiu
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Hari
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L2.5 Otomasi proses bisnis Sub
Sastem
L2.6 Penyampaian Laporan:
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S i P Skar
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i Skar
Pengs
L2.8 Diireksi menindaklanmati saran, masihat, dan Indeks
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L2.9 Eviu o Skoar
Diewnm Pe
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Skoar

Diewan Pengowns menetapkan REAT

Skoar

L2.12 Diireksi menindaklanpati rekomendasi dar Pengowas Elesternal:
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Pengawas E roal ladinnya.
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Target Target Target Target Target
Propcldat ICK Eutcmin Tahun Tahum Tahun Tahum Tahun
X1 X2 X3 X4 X5
L3.2 Interoperabilitas sistem informasi JEN dengan Sistem
K/L terkait indormmnsi
L33 IT Matunity Level [Indeks
TOTAL
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2. Renstra BPJS Ketenagakerjaan
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Tabel 3. 3. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan
Aset DJS Ketenagakerjaan

Indikator Kesehatan Keuangan

Satuan

Target
X1

Target
X2

Target
X3

Target
X4

Target
X5

F2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Alkuntabel
F2.1 Kesehatan Keuangan Aset BRIS Keter rj

F1.1.1 Rasio beban terhadap pendapatan BPJS [BEOPO)

F2.1.2 Rasio aset lancar terhadap liabdltas lancar

F2.1.3 Rasio ekuitas terhadap liabilitas

Fl1.1.4 Opini akuntan publik Indeks
F2.2 Kesehatan Kenangan Aset IS Ketenagakerjaan:

i
b

Kesehatan Keuangan Aset DUISKK

F1.2.1.1 Aset bersih Milzar
Rp

F1.2.1.2 Likuiditas

F21.2.1.3 Opind Alkcuntan Publik Indeks

F2.2.2 Kesehatan Keuangan Aset DISEM

t bersih

Milzar
Rp

ht]
=]
&

(]
|

Likuiditas

b |
=]
b3

Opind Alkcuntan Publik

Indeks

i
b

Kesehatan Keuangan Aset TLISHT

F2.2.3.1 Aset bersih Milzar
Rp

F1.2.3.2 Likuiditas

F2.2.3.3 Opind Alkcuntan Publik Indeks

i
b

Kesehatan Keuangan Aset TLISP

t bersih

Milzar
Rp

Fill42 Likunditas

F1.2.4.3 Opind Alkcuntan Publik Indeks
F1.2.5 Kesehatan Keuangan Aset DLISKP

F2.2.5.1 Aset bersih Milzar

Rp

Likunditas

b |
=]
&1
LA

Opind Alkcuntan Publik

Indeks
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Tabel 3. 4. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Perspektif — Program Kerja - ICK I o —

Target Target
X1 X2
PERSPEKTIF KEUANGAN

Target

Target
X5

X4

Fl Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio

Fl1.1 Total Imbal Hasil [LS Ketenagalkerjaan

Fl1.1.1 Total imbal hasil investasi DS JEK

b |
(=1

Total imbal hasil investasi DS JEM

F1.1.3 Total imbal hasil im si CWIS JHT

Fl.1.4 Total imbal hasil im si DJS JP

b |
L

Total imbal hasl investasi DS JEP

=il imvestasi BPJS
L

imbal h

F1.3 Rasic

1im Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Fl1.3.1 Rasio klaim JKK

F1.3.2 Ramio klaim JEM

F1.3.3 Rasio klaim JHT

Fl1.3.4 Rasio klaim JP

F1.3.5 Rasmio klaim JEP

PERSPEKTIF PESERTA

=] Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Beriosalitas bagi Seluruh Pekerja Indonesia
M1.1 Cakupan peserta
M1.2 Tingkat kepuasan peserta Indels

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Pl Meningkatkan Manajemen KEepesertaam

P11 Jumlah rekrutmen peserta baru
Peserta

cat retensi peserta

P13 Integrasi data peserta dengan BRJS Kesehatan
! Peserta

P2 Meningkatkan manajemen [URAN

P2.1 Rasio kolektahilitas huran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
P2.1.1 Rasio kolektabilitas luran JKK
P2.1.2 Rasio kolektabdlitas horan JKM

P2.1.3 Rasic

colelctabilitas luman JHT

P2.1.4 Rasio kolektabilitas uran JP

P2.1.5 Rasio kolektabalitas omn JKP

5] Meninglkatkan Manajen

un Layanan Manfant

P31 SLA layans

an manfaat jaminan s05 :.::I:I:l\.' raan:

P3. 1.1 SLAL

| Hari | | |
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Perspektif — Program Kerja - ICK Target Target Target Target Target

Satan X1 X2 X3 X4 X5
P3.1.2 SLA layanan manfaat JEM Hari
P3.1.3 | BlAla JHT Hari

P3.14 SLAla

Hari

P3.1.5 SLA layanan manfaat JEP Hari

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

L1 Menmgkatkan produlktivitas STIM

L1.1 Strategic Job Readiness Index Indelks
L1.2 Employes Engagement Index Indelks
L2 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi

L2.1 Indeks Tata Kelola Indelks

=
k3

Indeks layanan umt pendukuang Indelks

L.a UTOHLS misaatif st

L2.4 Risk Maturity Level Indelks

L35 Otomas proses bismis Sub
sistem

L6 Penyampaian Laporan

L0 Penmyampaian laporan pe Skar

nsuk kond:

Sloar

Skoar

Indelks

L29 Reviu atas ranc: Skar

Dewan Pe

L2.10 | Dewan Pengawas memberikan persstujuan ]

rancangan  RKAT wyang akan disampaikan Sloar
enteri Keuangan
12.11 Dewan Pengawas menetapkan REAT Sloar

1.2.12 Dlirel

Pengawas E

komendas: dar:

1 menimdakianjuts

rmal

2 M I'III'J:I:I.!:.:I:IJLI'.'. miend

nendasi dari

L3 Me

mgkathan Utilisasi Tekonologi [nformasi

L3.1 Ketersedinan sistem Tl atan down time sistem

Program Sastem
informasi

sistem informasi

L3.2 Interoperabi
Jaminan Sosial Ketemagakerjann o
terkait

L3.3 IT Maturity Level Indeks

TOTAL
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C. Rencana Kerja Anggaran Tahunan

Renstra yang telah disusun cleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas
merupakan acuan atau pedoman bagi BPJS selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya
Renstra diturunkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), yang
disesuaikan dengan ICK, Target, dan Bobot yang dibahas bersama-sama dengan
BPJS setiap tahunnya. Tujuannya adalah agar DJSN dan BPJS mempunyai persepsi
yang sama, sehingga dapat dibuat kesepakatan tentang penetapan ICK, Target, dan
Bobot. Adapun REKAT hanya dapat dilakukan perubahan bilamana terjadi
perubahan regulasi, kondisi force majeur yang sangat memaksa/mendesak,
rekomendasi aparat pengawas eksternal, dan/atau perubahan Renstra BPJS,
dimana bila memerlukan perubahan target kinerja harms terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua DJSN.

ICK sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini merupakan kerangka acuan
untuk masing-masing BPJS. Untuk kebutuhan penyesuaian ICK, Target, dan Bobot
pada tahun-tahun mendatang, maka berikut ini disajikan prinsip-prinsip yang perlu
diperhatikan dalam penetapan ICK, Target, dan Bobot.

1. Prinsip Perumusan ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan ICK:

a. ICK merupakan alat ukur untuk mendorong sesuatu yang strategis,
artinya mendorong sesuatu yang dapat memberikan dampak signifikan
terhadap kinerja organisasi.

b. ICK merupakan alat ukur terpilih dari beberapa kandidat indikator yang
paling mewakili sebagai ukuran pencapaian Sasaran Strategis.

e Tidak boleh terjadi duplikasi ICK, dimana terdapat dua atau lebih ICK
yang mengukur hal yang sama.

d. Jumlah ICK harus sesedikit mungkin agar lebih fokus, namun
cakupannya selengkap mungkin yang meliputi semua aspek strategis.
Sebagai rule of thumb, jumlah ICK untuk tingkat badan paling banyak
30, pada tingkat divisi antara 20-25, pada tingkat departemen 10-20,
dan pada tingkat individu lebih kecil dari 10.

8, ICK harus berkualitas EXACT, dimana tidak ada bias antara pencapaian
ICK dengan pencapaian sasaran strategis. Hindari menggunakan alat
ukur dengan cara pendekatan (PROXY) seperti contoh “Jumlah keluhan
pelanggan”, karena apabila indikator ini rendah, tidak serta merta
kepuasan pelanggan telah tercapai. Artinya terjadi bias antara capaian
indikator dengan capaian sasaran strategis. Hal yang paling terlarang
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adalah menggunakan alat ukur kesibukan (ACTIVITY), karena
kesibukan yang tinggi tidak serta merta menghasilkan kinerja yang
baik. Sebagai pengganti, gunakanlah indikator yang mengukur hasil
kesibukan, bukan kesibukan itu sendiri.

f. ICK harus memenuhi kaidah SMART, yaitu Specific (khusus),
Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant
(berhubungan dengan tujuan) dan Time bound (berbasis waktu).

Prinsip Penetapan ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan ICK:

a. ICK harus realistis, artinya target dapat dicapai dengan sumber daya
yvang ada. Oleh karena itu sangat penting untuk berkomunikasi dan
membahas target ini antara DJSN dengan BPJS guna memastikan BPJS
memahami ICK, Bobot, dan menyanggupi Target yang ditetapkan sesuai
resources yang ada.

b. Selain realistis, target ICK juga harus challenging (menantang), artinya
target yang ditetapkan harus lebih tinggi dari pencapaian tahun
sebelumnya. Demikian pula target dalam Renstra akan diproyeksikan
dengan angka target yang selalu meningkat setiap tahunnya. Target
yang meningkat setiap tahun akan mendorong BPJS untuk tumbuh
secara bertahap dan berkesinambungan.

c. Adakalanya angka ICK tertentu ditetapkan cukup tinggi di atas capaian
terakhir dengan catatan diberi anggaran atau fasilitas untuk melakukan
Program Kerja, yaitu keluar dari cara ‘business as usual’, karena harus
menggunakan cara, metode, teknologi yang berbeda dari yang
dipraktekkan saat ini.

d. Setiap tahun dimungkinkan melakukan penyesuaian (adjustment)
terhadap ICK, Target, dan Bobot dengan mempertimbangkan kondisi
dan tantangan setiap tahun yang mungkin berbeda-beda. Setelah
pembahasan yang mendalam antara DJSN dan BPJS, maka ICK, Target,
dan Bobot ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan DJSN
berdasarkan hasil sidang pleno DJSN.
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3. Prinsip Penetapan Bobot ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Bobot ICK:

a. Pada suatu unit organisasi tertentu, setiap ICK diberi bobot masing-
masing yang berbeda dan apabila dijumlahkan semua bobot tersebut
akan menghasilkan nilai 100%.

b. Bobot ICK di dalam tiap unit organisasi mencerminkan tingkat urgensi
dan prioritas tiap ICK. Bobot ICK diperoleh dari pendapat Ketua DJSN,
Direktur Utama BPJS Kesehatan atas persetujuan Ketua Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atas
persetujuan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Menteri
Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Besaran
bobot tiap ICK menggunakan metode kuantitatif (misalnya skala likert).

C. Bobot ICK adalah perbandingan besaran ICK di dalam satu unit
organisasi, dimana bobot ICK suatu unit organisasi tidak dapat
mengacu atau dibandingkan dengan bobot ICK yang berlaku di unit
organisasi lain.

d. Adakalanya suatu bobot ICK tertentu berbeda untuk tahun yang
berbeda. Hal ini dimungkinkan untuk penyesuaian dengan program
kerja BPJS yang dapat berbeda setiap tahunnya.

Dalam rangka fleksibilitas implementasi Pedoman Penetapan Target Kinerja
dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS, penetapan bobot dilakukan dengan
menghitung rata-rata bobot tiap indikator yang disampaikan oleh Ketua DJSN,
Direktur Utama BPJS Kesehatan (setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (setelah mendapat
persetujuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan), Menteri Kesehatan, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Bobot mengpunakan skala sebagai
berikut:
= gangat tidak penting
= tidak penting
= kurang penting
= cukup penting
= penting

bk W bk = O

= sangat penting

Pembobotan tersebut di atas memberikan fleksibilitas bilamana salah satu atau
beberapa indikator dianggap tidak relevan pada tahun tertentu, maka dapat
dinsulkan dengan bobot O (tidak penting) oleh para pejabat sebagaimana dimalksud,
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sehingga indikator tersebut secara otomatis tidak termasuk dalam penetapan dan

penilaian. Adapun untuk pembobotan yang diusulkan oleh Direktur Utama BFJS

[setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BP.JS] mengacu pada visi dan misi

berdasarkan Rencana Strategis yang merupakan salah satu tindak lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Fembobotan hanya dilakukan pada indikator capaian kinerja, sedangkan
Indikator Kesehatan Keuangan Aset DJS dan Aset BPJS tidak dilakukan
pembobotan karena bersifat mutlak, dimana seluruh indikator kesehatan keuangan
memiliki tingkat kepentingan yang sama sebagaimana diamanatkan dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2351/PMK.02/2016
tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.

D. Program Kerja

Frogram Kerja adalah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai
target kinerja dan pada gilirannya juga berimplikasi pada pencapaian sasaran
strategis. Oleh karenanya, Program Kerja dilahirkan dari kebutuhan capaian target
kinerja atau dapat juga membuat target yang tadinya tidak terukur menjadi terukur.
Berikut ini adalah contoh format Program Kerja:
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PROGRAM KERJA BPJS KESEHATAN

Tabel 3. 5. Contoh Format Program Kerja BPJS Kesehatan

Tgl
INMMEATOR PENCAPAIAN KINERIA PROGRAM KERJA Tgl Mulad Srls-:u.i Budget Spesifikasi
Pl ah rekrutmen peserta PL.1.1
P1.1.2
Integrasi data peserta Fa1
P12 dengan BPJS
] 3
Ketenagakerjaan Pl.2.2
F2.1.1
P2.1 Rasio kolektabilitas iuran
P2.1.2
P3.1 ah faskes yang bermitra
P3.1.1.1
P3.1.1 ah FKTF yang bermitra
P3.1.1.2
P3.0.3 h FKRTL yang P3.1.2.1
P3.1.2.3
P3.2.1
ok s ]
p P3.2.2
P3.3.1
P33
P3.3.2
P41 Total imbal hasil investasa P4.1.1
. LIS Kesehatan P4.1.2
Pa3 Total imbal hasil investasi P4.2.1
- BPR.IS Kesehatan P4.2.2
L1 Strategic Job Readiness L1.1.1
o Index L1.1.2
L1.2.1
L1.2
L1.2.2
L2.1.1
- 3
s L2.1.2
L1221
L2.2
1223
12.3.1
L2.3 OTOBOSE misintifl strategis
12.3.2
L12.4.1
L2.4 Rizk Maturity Level
1242
12.5.1
L2.5 Otomasi proses bismnis
13.5.2
L2.6 Pemyampaian Laporan:
L26.1.1
L2.6.1
L2.6.1.2
12621
pengelod
L3.6. laporan keuangan tabunan ) )
BPJS Kesehatan dan DJS 12622
Kesehatan
L2.7.1
L.y
- L2.7.2
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INDHEATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KERJA Tgl Mulai S:-TRI . Budget Spesifikasi
besai
1 menindakianjuts L2.8.]
L1 nasihat, dan
bangan dari Dewan L2.E.2
Reviu atas ranc ] 1291
L2.9 Pe han Rens oleh I
Dewan Penga L2.9.2
Dewan Pengawas ——
X i
La2.10 n REAT yang
3 3
ikan kepada L2.10.
Menteri Kruangan
L2.11.1
L2 Dewan Pengawas -
B menestapkan REAT L2.11.2
La.12
lesi menindaklanjuti
omendasi dari Pengawas
Eksternal
L32.12.1 . L32.12.1.1
i menindaklanjuti TTITIS
rekomendasi dari DUSH B
L2.12.2 L2.12.2.1
lanjuts
rekomencdasi dari Pegawas L2.12.2.2
Eksternal Lainmya
L3.1 Eeterssdia stem Tl atan L3.1.1
- down time sistem 13.1.2
Interoperabilit 13.2.1
L3.2 informasi JEKN ¢
Lok L3.2.2
terkait
. L3.3.1
L3.3 IT Maturity Level
L3.3.2
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2. PROGRAM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN

Tabel 3. 6. Contoh Format Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Tgl

INDIKATOR PEMCAPAIAN KINERJA PROGRAM KERJA Tgl Mulai Pl
g Selesai

Budget Spesifilasi

-
Pl Jumlah rekrutmen peserta Pl 1.1

baru P1.1.2

P1.2 Tingkat Re
P22
Pl Integrs ita pe PlL3.1
’ de BP.JS Eesehatan P1.3.2

P21 Rasio Kolektabilitas [uran

SLA layanan manfat JEK | P3.1.1

P11
P3.2 SLA layanan maniaat JEKM
an & - - 13 3
paiz SLA layanan manfaat JHT P3.3.1
i P332
=
ik Q1A E— '] P3.4.1
P34 SLA layanan manfaat JI
P3.4.2
P35 SLA layanan manfaat JEP

Total imbal hasil ime

DJSE JEK P4.1.2

P4.1

Total imbal hasil imvestas -
DJS JEM P4.2.3

P4.

Total imbal hasil imvestas
DJS JHT P4.3.2

P43

Total imbal hasil investas
DJE JP P4.4.2

P4.4

Total imbal hasil imvestas &
DJS JEP P4.5.3

P4.5

Total imbal hasil imvestas
BPJS Ketenagakerjaan P4 6.3

P46

Strategic Job Readiness LL1.1

Index L1.1.2

L2.1 Indeks Tata Kelola

Indeks layanan unit

L2.2
pendukung L2.22
L2.3.1
L2.3 OTOBOS inisiatif strategis
L2.3.2
L2.4.1
L2.4 Risk Maturity Level
: L2.4.2
L2.5.1
L2.5 mes hisnis

,_
[

n
(X1
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INDIKATOR PEMCAPAIAN KINERJA PROGRAM KERJA Tgl Mulai S:-TEI . Budget Spesifikasi
besai
L2.6 Penyampaian Laporan:
L26.1.1
L2.6.1
L2.6.1.2
mpaian laporan L2.6.2.1
alaan program dan
L2.6.2
L2.6.2.2
AN rancangan L2.7.1
L.y nstra oleh Dewan —
Pe 15 L27.2
Drireksi memindalklanjuti L2281
LIE saran, nasihat, dan
rtimbangan dari Dewan L2.8.2
Reviu rancangan L2.9
L2.9 Perul 1 Renstra aleh
Dewan 5 L2139
Dewan Pengawas LZ.10
memberikan persetujuan
L2.10 atas rancangan REAT
ya n d npailcan L2.10
k Menteri Keu
L2311 Dewan Pengowas L2.11
o menetapkan REAT L2.11
Drireksi memindalklanjuti
L2.12 re endasi dari
Pengawas Eksternal:
L212.1 Diireksi menindalklanjuti 121311
~7 | rekomendasi dari DJSN L2.12.1.2
Direksi menindalklanjuti 131231
13.12.2 rekomend:
Pe 15 Elesternal L2.12.2.2
Lainr
L3.1 Eetersediaan sistem T1 13,1
B atau down time sist L3.1
L3.2
L3.2
Kete . L3.2
E/L terkcadt
L3.3
L3.3 IT Maturity Level
L3.3
E. Definisi Operasional ICK

Untuk dapat mengimplementasikan penetapan target kinerja dan penilaian

capaian kinerja, maka dirumuskan Definisi Operasional ICK sebagai berikut:
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1. DEFINISI OPERASIONAL ICK BFJS KESEHATAN

F2
F2.1

Fi.1.1

Tabel 3. 7. Definisi Operasional Indikator Keschatan Keuangan Aset BPJS Keschatan dan

Indikator Capaian
Kinerja

Rasio beban
terhadap
pendapatan BP 15
(BOPO)

Satuan

D eskripsi ICK

Terwujudnya pengelolaan kevangan yang sehat dan akuntabel
Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:

Rasio beban terhadap pendapatan
adalah perbandingan beban
aperasional dan be ban non operasional
terhadap pendapatan pendapatan
operasional ditambah pendapatan
invedtadi aet BPIS,

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2} hurufa
Peraturan Menter Keuangan Namor
251/PMKD2 f2016 tentang Kesehatan
Keuwangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sedial Kesehatan,

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan mo nitoring dilakukan secara
boual s v

Tahun

Formula Aktual ICK

Beban operasional + beban non
operasionalf pendapatan
operasional + pendapatan investasi
aset BPIS

Aget DJS Keschatan

Indikator
Keber-
hasilan

Mim

Formula Capaian
ICK

AT

F2.12

Rasio aset lancar
terhadap liabilitas
lamcar

Rasio asetlancar adalah perbandingan
aset lamcar terhadap liabilitas lancar.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2] hurufb
Perat uran Menter Keuangan Nomor
251/PMKD2 2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Pemyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara
bulaman.

Tahun

Aset lancar) liabilitas lancar

AT
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Indikator

Pemjelasan

Pengecualian Dengan Paragraf

3. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian

Indikator Capalan Formula Capalan
e 2 Satuan Deskripsi ICK Periode Formula Aktual (CK Keber- e
Mo Kirserja ICK
hasilan
Rasio ekuitas terhadap liabilitas adalah
perbandingan ekuitas terhadap
liabilitas.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢
Rasio ekuitas Peraturan Menter Keuangan Nomor
F2.13 | terhadap liabilitas k] 251/PMEKDZ f2016 tentang Kesehatan Tahun Ekuitas/liabilitas Max AT
Keuangan Aset Badan Pemyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.
Pendlaian dilakukan secara tahunan
demgan monitoning dilakukan secara
bulaman,
1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat
2. TW ; Tidak Wajar
3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
Opini akuntan X Hasil penilaian diberikan ocleh
.14 | ° Indeks | 4. WTP-DPF: Wajar Tanpa Tatun penTRAn vang M AT
pruabel ik wnvt wk Al taim pu ik
Pengecualian Dengan P aragraf
Penjelasan
5. WTM : Wajar Tanpa Maodif ikasian
F2.2 Kedehatan Keuangan Adet DIS Kedehatan:
Aset bersih DS Aset bersih DS adalah nilal aset setelah
F2.2.1 Miliar Ry Takhy Total & Total Liaksili M
Kesehatan TATER ) ik angi liabilitas an ot Aset - Total Lkt " AT
Likuiditas DJ5 X Liabilitas DIS adalah perbandingan aset
F b | |
2.2.2 Kesehatan % lancer terhadap lleblilkas lencer Tahun Asetlancar f Liabilitas lancar Max AT
1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat
2. TW ; Tidak Wajar
3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
Opini akuntan Hasil penilaian yang diberikan oleh
F2.23 oublik Indeks 4. WTP-DFP : Wajar Tanpa Tahun ahunvien publk Max AT
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Tabel 3. 8. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
pe Satuan Deskripsi ICK Periode Formula Aktual 1CK Keber- pe
Mo Kinerja ) ICK
hasilan
Perspektif Kevangan
F1 Meningkatkan pengendalian biaya dan manajemen portofolio
Timgkat imbal hasil dari investasi netto
ang dilakukamn.
Total imbal hasil yang ctaku
£ 4 ) -, " Taly Jumiah imbal hasil f M AT
’ fvEstas Pemilaian dilakukan secara tahunan Afunan Jumlah investasi "
Kesehatan
dengan mo nitoring dilakukan secara
bulanan
Timgkat imbal kasil dan investasi netto
Total imbal hasil yang dizkulan. Jumiah imbal hasll/
3 ul 1 1
L ﬁwhﬂmhmn_u * Penilalan dilakukan secara tahunan fabunan Jumilah investasi M A
dengan monitoning dilakukan iecara
brulanan.
Tatal manfaatyang dibayarkan J
Tatal iwran yang terkumpul
0= 2a% Birk x bobot
Per bandingan antara total manfaat 15-45% 100 = bobot Miin, 0%
F1.3 Rasio klaim JKN - yang dibayarkan dan total juran yang Tahunan 5rH 120% x bobot Mod, 50% Shkor Aktuwal
terkumpul dalam bentuk persentase 51— 75% 100% x bobot Max. 100%
76 — 100% 8% x bobot
= 100 4]
Peripektil Peserta
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Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
L pa Satuan D eskripsd ICK Periode Formula Aktual ICK Keber- .
Mo Kirerja ICK
hasilan
M1 Terwujudnya jaminan kesehatan nasional berkualitas bagi sehuruh penduduk Indonesia
Cakupan peserta adalah perbandingan
. jumilah peterta terdaftar di BPIS dengan T (lumlah peserta) f
M1.1 Cakupan peserta * Tahwn Wit &
e total populasi penduduk Indonesia pada ¥ (humiah pend uduk) T
tahwn bersanghutan
Indeks Kepuasan peserta semua jenjang
layanan:
1. Tidak Puas
1. Kurang Puas
3. Cukup Puas
Timgkat kepuasan Tahiin Menggunakan
miz |8 a indeks | 4. Puas " Rata-rata skor hasil exit polls Max Bgu
peserta metode Servgual
5. Sangat Puas
Penilaian dilakukan secara tabunan
I dengan mo nitoring dilakukan secara
I~ brusl aman .
<
1 Perspektil Proses Intermal
Fl Meningkat kan manajemen kepesertaan
Jumiah rekrutmen
P P r miah n han P r r A
1.1 necarta han ‘eserta Jumlah peserta barnu RELT ¥ |Peserta Baru) Max T
Seluruh peserta yang terdaftar sebagai
PPL BU pada BPIS Ketenagakerjaan Jumilah pederta BPIS Kedehatan
Integrasi data
serta dengan memjadi acuan bagl BP IS Kesehatan yang terdaftar pada BPIS
P12 WH_ 5 né Peserta unt uk mengintegrasikan data peserta Semester ketenagakerjaan sebagal PPUBU Max AfT
Keten srakadaan yang sama, meskipumn status flumilah peserta PPUBU yang
Mgk kepesertaannya di BPIS Kesehatan terdaftar di BPIS Ketenagakerjaan
adalah sebagai PEFL
P2 Meningkatkan manajemen iuran
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yang dibayarkan

kesehatan

ketentuan peraturan perundang-
undamgan / jumiah tagihan yang
diajukan oleh RS dan FKTP (tarif

Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
o pe Satuan Deskripsi 1CK Perio de Farmula Aktual ICK Keber- pe
Mo Kiner ja ICK
hasilan
Penerimaan / Pendapatan
._.__..mw.“_. ”_un“_._.:___“.:._ _MM_._._.".__" i m__._ ,...“..__ i Keterangan:
peserta tepat waktu, Peserta meliputi
Rasio kolektabilitas .
F2.1 % PPU-BU, PP U Pemerintah, PEPU, BP, Bualan Max AT
iuar an - Penerimaan adalah realisasi
SN PARSHE PARg CRCRRANEN GRS Jumiah juram wang diterima
Pemda (tidak termasuk PBI APBN .
{ “ _ - Pendapatan adalah jumlah uran
yang seharsnya diterima
P3 Meningkatkan manajemen manfaat dan fasilitas kesehatan
Jumilah Faskes
P31 yang
bermitra :
Jumilak FKTP yang terikat kerjatama
dengan BPES untuk melayani setiap
peserta yang berkunjung
Jumilah FKTF
P3.1.1 n“:.,_;a vang Faskes Tahwn £ (FETP yang bekerjasamal Max AT
Pemilaian dilakukan secara tahunan
demgan monitoring dilakukan secara
LTELE L
Jumilah FKRTL yang terikat kerjasama
dengan BPIS untuk melayani setiap
peserta yang berkunjung
miah F
P3.1.2 _n._“z.“m.zmnm._._.w_m_.ﬁ Faskes Tahumn I [FERTLyang bekerjasama) Max AT
' Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara
bulanan,
Jumilah tagihan yang dibayarkan
Persentase klaim Perientade klaim yang dibayarkan aleh BPJ5 Kesehatan kepada RS dan
F3.2 sentase % BPJS Kesehatan kepada fasilitas Bulan FKTP {non kapitasi) sesuai Max AT
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Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
L pa Satuan D eskripsd ICK Periode Formula Aktual ICK Keber- .
Na Kimer ja ICK
hasilan
mon kapitasi) kepada BPJS
Kesehatan yang telah terverifikasi
dan sah untuk dibayarkan
Paling lambat 15 hari sejak
permintaan pembayaran diterima
Pernbsvaran kizim Rata-rata waktu pembayaran klaim oleh Dibayar sebelum 15 hari; 120% x
F3.3 tepat waktu Hari BPJS Kesehatan kepada fasilitas Bulan hohot Min Shor Aktual
kesehatan Dibayar pada hari ke-15 ; 100% x
bobot
Dibayar setelah 15 hari; 0
Perpektif Pertumbuhan dan Pembalajaran
L1 Meningkatkan produktivitas 50M
Indik ator yang mengukur kesiapan i
Strategic Job ) ) Tingkat kesiapan aktual [/
LL.1 Ik pejabat struk menijakat Takwan Mlax AT
Readiness Index ’ v Tingkat kesiapan ideal
suatu posisi
Tingkat aktual keterdibatan pegawai
Employee
L1.2 0 _qﬁ_._”__m_: e Imdeks Hasil indeks engagement Tahun i Max AT
ngogemen Timgkat ideal keterlibatan pegaw al
L2 Meningkatkan kapabilitas organisasi
Tingkat kematangan tata kelola
L21 Indeks tata kelola Imdeks organisasi yang diukur oleh lembaga Tahiamn Hasil penilalan assessor dan luar M AST

ekiternal yang independen.
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Indikator
ndistor Copahen | oo Deskripsi ICK Periode Formula Aktual ICK Keber. | o™i Copshn
Mo Kiner ja ICK
hasilan
Indeks Kepuasan pelanggan internal
terhadap layanam unit pemndukung
sweperti Bagian Pengadaan, Keuangan,
SDM, Hukum, Umum, dsh
Pengukuran dilakukan melalsi survei
123 Imdeks layanan wnit Indaks kepada unit pelanggan internal dengan P P p— Max Menggunakan
penedu kumg skala penilaian sebagal berikut: metode serygual
1. Tidak Puas
1. Kurang Puas
3. Cukup Puas
4. Puas
3. Sangat Puas
Tingkat keberhasilan eksekusi Project
123 H_M_Mmm inisiatt % Program Kerja dengan kriteria OnTime, |  Bulan T (OT+OB+05) 3* Weight Max AfTx115%
On Budget, dan On Specificat ion.
500 : Leadership
Risk Maturity Risk matuwrity bevel diubur berdasarkan 4,00 -499 : Managed
L24 Level Imdeks assessment Governance Risk and Tahun 3.00-399 : Repeatable Max AT
Compliance (GRC) dengan skala 0-5. 200 =299 * i tial
0.00 =199 + Adhoc
Jumilah sub sistem yang diotomasi f
L25 Hﬂﬂmm_ e m_w.”._mr_.,_ Jumlah proses bisnis yang ditargetkan Triwulan | Jumiah subsistem yang ditargetkan Wi AT
untuk diotomasi
Li.6 Penyampaian Laporan:
Penyampaian Dewan Pengawas dan Direksi Laporan semesteran disampaikan
laporan menyampaikan laporan program, kepada Presiden paling lambat 30
aksanaan laporan keuangan, dan laporan September untuk semester 1 tahun
L2.61 _w.q.,a_wa_.,_ termasuk Waktu pengawasan penyelenggaraan jaminan | Semester | berjalan dan untuk semeseter 2 Mim Skor Aktuwal
’ sosial setiap & bulan sekali paling lambat 30 buni tabwun
kondisi keuangan
secara berkala berkutrya
Setudi ketentuan Pasal 13 huruf k
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Indikator Capalan
Kinerja

Satuan

Breskripsi ICK

Peric de

Farmula Aktual ICK

Indikator
Keber-
hasilan

Formula Capaian
ICK

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara laminan

Sosial

Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatam Negara
sebelum 30 September wnbuk
semester 1 tahun berjalandan
sebelum 30 Juni untuk semester 2
tahun berikutmya: 1.20% x bobot

Disampaikan kepada Presiden
melalui Kesekretariatan Negara
pada saat 30 September untuk
semester 1 tahun berjalan dan pada
saat 30 hund untuk semeseter 2
tahun berikutrya: 1 00% x bobot

Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatam Negara
setelah 30 September untuk
semedter 1 tahun berjalan dan
setelah 30 buniuntuk semeseter 2
tahun berikutmya: D

Li.62

Penmyampaian
laporan
pengelolaan
program dan
laporan keuangan
tahunan BPJS
Kesehatan dan DIS
Kesehatan

Waktu

Dewan Pengawas dan Direksi
menyampaikan laporan pengelolaan
program dan laporan kewangan
tahunan BP IS Kesehatan dan DIS
kesehatan, termasuk laporan
pengawasan

Setuai ketentuan Pasal 37 ayat 1}

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Tahun

Laporan tahwnan disampaikan
kepada Presiden melalul
Kesekretariatam Negara Paling
lambat 30 Juni tabun berikutnya

Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatam Negara
sebedum 30 juni tablwn ber kutmya:
120% x bobat

Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatam Negara
pada saat 30 jund tahiim berkutmya:
100 x bobot

Mim

Skor Aktual
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_u.m_.n:.‘._n.m—.ﬁ.mj.ﬂmq_
Deesnian Pengng o8

paling lambat 30 hari kerja {opsilainmya
waktu yang disepakati antara Dew as
dam Direksi)

Direksi; 120% x bobot

Deitimdla klamjuti seswal waktu yang
disepakati Dewas dam Direksi: 100%
x bobat

Diitimclak lanjuti leswat dari woaktu
yang disepakati Dewas dan Direksi:
%

Indikator
ndistor Copahen | oo Deskripsi ICK Periode Formula Aktual ICK Keber. | o™i Copshn
Mo Kirerja ICK
hasilan
Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatam Negara
setelah 30 Juni tahun berdkutnya; 0
Penetapan dilakukan iebelum B3
hari sejak rancangan renstra
diterima lengkap cleh dewan
pengawas: 120% x bobot
Dewan Pengawas melakukan
Penetapan pemetapan atas rancangan renstra Penetapan dilakukan pada saat 63
a7 | mneangan Renstra Hari paling lambat &3 hari kale nder sejak Tahun | e sejak rancangan renstra Win Skor Aktual
oleh Dewan rancangan renstra diterima dengan diterima lengkap oleh dewan
Pemgawas lengkap oleh Dewan Pengawas pengawas! 100% x bobot
|Per Dewas Nomar 6/2017)

Penetapan dilakukan setelah 63
hari sejak rancangan renstra
diterima lengkap oleh dewan
pengawas: I x bobot
[[SMP yang ditindaklanjuti cleh
Direksi SNP Dewas yang
disampaikan kepada Direksi) X
10086} + [Ketepatam wakbu timdak
lanjut SNP aleh Direksi} /2

Diireksi Predentase SNP Dewad yang _J..u.msu Sm._“m._um..nm:.._w..m:.nc_ )

menind dklanjuti .um:_ﬁ.i_LE.:z aleh Direksi selama U_H__ﬁ;_.:::.: lebih cw....: dari

28 | saran, nasthat, dan Indeks tahun berjalan dalam kurun waktu rahunan waktu yang disepakati Dew as dan Max Kombinasi A/T dan

Shkor Aktual
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Indikator

anggaran:0

ndistor Copahen | oo Deskripsi ICK Periode Formula Aktual ICK Keber. | o™i Copshn
Mo Kirerja ICK
hasilan
indeks SMP yang ditindakdanjuti:
Kalau 1006 atau lebih: 12006 x
bobat
Kalau 95% - 99%: 100% x bobot
Kalau di bawah 95%: 0% x bobot
Paling lambat 30 hari sejak
Rewviu atas rancangan perubahan renstra
rancangan diterima dewan pengawas
Perubahan Renstra Dewan Pengawas melakukan reviu Hasil reviu disampaikan kepada
oleh Dewan terhadap rancangan perubaham renstra Direksi sebelum harn ke-30; 120% x
Pengawas yang diajukan oleh Dineksi paling bobot
L2959 Hari lambat 30 hari kalender sejak Tahun Min Skor Aktual
Catatan: ramcangan renstra diterima oleh Dewan hasil reviu disampaikan kepada
Hamya berdaku jika Pengawas Direksi pada hari ke-30; 100% x
dibutuhkan |sesuai PerDewas No 6/2017) bobot
perubahan
terhadap Renstra Hasil reviu disampalkan kepada
Diireksi setelah hari ke- 30; 0
Dewas memberikan persetujuan
Dewan Pengaw as sebelum 30 September tahun
memberikan anggaran: 120% x bobot
periet ujuan atad Deswvan Pengawas memberikan
rancangan REAT persetujuan atas rancangan REAT yang Dewas memberikan persetujuan
LL1D | yamg akan Waktu akan disampaikan kepada Kementeran Tahun pada saat 30 September tahun Mim Skor Aktual
disampaikan Keuangan paling lambat tanggal 30 anggaran: 100% x bobot
kepada September sebelum tahun anggaran
Kementerian Dewas memberikan persetujuan
Keuangan pada saat 30 September tahun
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Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
- P Satuan D eskripsi ICK Peric de Formula Aktual ICK Keber- P
Mo Kiner ja ICK
hasilan
Paling lambat 31 Desember tahun
sebelumnya
Deswsan Pengawas menstapkan RKAT Ditetapkan sebelum 31 Dedember;
Deeawtan P emgang s )
L2.11 menetapkan REAT Waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 120% x bobot Mim Skor Aktual
a tahbun sebelumnmya Ditetapkan pada 31 Desember;
100r% x bobot
Ditetapkan setelah 31 Desemberi: O
L2.12 Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:
Direksi Jumilah rekomendasi yang
vt ak L mj wti Presentase rekomendasi DISN yang ditindaklanjuti / jumlah Ml
L2.12.1 ] Trivulan A
rekomendasi dari ditind aklanjuti oleh Direksi rekomendasi yang disampaikan T
DISN
Predentide rekomendidi Pengawas
Eksternal yang ditindaklanjutialeh
k
Dviredesi Eun.
menired akla nd utl |Pengawas Eksternal lainnya menunt Jumiah rekomendasi yang
| . Ul OIK B BPK, namun dapat juga ditindaklanjuti / jumlah M
12.12.2 | rekomendasi dari %% Takuman AT
Pergawas mencakup rekomendasi dari pengawas rekomendasi yang disampaikan
M ekstemnal menurut peraturan
Eksternal lainmya
perundang-undangan lainmya,
seperti:KPK, BP KE, Ombudsman, dan
Laiirnya ).
L3 Meningkatkan utilisasi teknologi informasi
Ketersediaan
- Ketersediaan sistem Tl ataw down Lime Rata-rata pemenuhan ketersediaan
3.1 sistem Tl ataw H Bulan Max AT
sistem sistem5 LA
dowh U ditem
Interopera b Jumiah sistem informasi K/L yang telah Jumiah sistem infarmasi KL yang
132 sistem Infarmasi sistem terint egrasi dengan sistem informasi Semester terintegrasi / Ml AT
’ JEN dengan KL informasi b il ' Jumiah target sistem informasi K7L '

terkait

BP IS Kesehatam

yang akan dintegrasikan
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pengelolaan Tl berdasarkan pendekatan

COBIT

ketiga

Indikator
Indikator Capalan Formula Capalan
L pa Satuan D eskripsd ICK Periode Formula Aktual ICK Keber- .
Mo Kiner ja ICK
hasilan
Do kwor berdasarkam timgkat maturitas Ti
dalam rangka menunjang B PIS,
134 T Maturity Level Irdeks termasuk mengukurefek thvit as S emester Berdasarkan hasil asesmen pibak M AT
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2. DEFINISI OPERASIONAL ICK BPJS KETENAGAKERJAAN

Na

F2

Tabel 3. 9. Definisi Operasional Indikator Keschatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS
Ketenagakerjaan

Indikator Capalan
Kinerja
Terw ujudmya pengelolaan keuangan

Satuan

Deskripsi KK

yang sehat dan akuntabel

=

Formula Aktual ICK

Imdikat ar

hasilan Formula Capaian ICK

F2.1

Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kete

nagakerjaan:

Fi.1.1

Rasio beban
terhadap
pendapatan BRIS
(BOPO)

Rasio beban terhadap pendapatan
adalah perbandingan beban
operasional dan beban non
operasional terhadap pendapatan
pendapatan operasional ditambah
pendapatan investasi aset BPIS.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242 PME.O2f2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan secara
bulaman.

Tahwun

Beban operasional + bebannon
operasional pendapatan
operasional + pendapatan

investasi aset BPIS

F2.1.2

Rasio aset lancar
terhadap liabilitas %
lancar

Rasio aset lancar adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lamcar.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2} huruf b
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242/ PMK.02f2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Tahwun

Aset lancar/ liabilitas lancar

Max AT
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Na

Indikator Capaian
Kimeria

Satuan

Deskripsi ICK

Periode

Farmula Aktual ICK

Imdikat or
Keberhasilan

Formula Capaian ICK

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan maoni toring dilakukan secara
bulaman.

Fi.1.3

Fi.1.4

F2.2

Rasio ekuitas
terhadap liabilitas

Qpini akuntan publik

Imdeks

Rasioekuitas terhadap liabilitas adalah
perbandingan ekuitas terhadap
liakbilitas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2} huruf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242 /PMK.02/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Fenilaian dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan secara
bulaman.

1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat
2. TW ; Tidak Wajar

1, WDP ; Wajar Dengan Pengecualian
4, WTP-DPP ; Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan

S WTM : Wajar Tanpa Maodifikasian

Kesehatan Keuvangan Aset DIS Ketenagakerjaan:

Tahwun

Tahwun

Ekuitasfiabilitas

Hasil penilaian yang diberikan
cileh akuntan pu blik

Max

Max

AT

AT

F2.2.1

F22.11

Kesehatan Keuangan A:

Aset bersih DISKK

et DISKK:

MiliarRp

Aset bersih DF5 adalah nilal aset
setelah dikurangi liabilitas.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan maoni toring dilakukan secara
bulamam.

Takhwn

Total Aset - Total Liabilitas

Max

AT

F2.2.12

Likuiditas DISKK

Likuiditas DUS adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lancar.

Penilaian dilakukan secara tahunan

Tahun

Aset lancar / Liabilitas lancar

Max
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Na

Indikator Capaian
Kimeria

Satuan

Deskripsi ICK

Periode

Farmula Aktual ICK

Imdikat or
Keberhasilan

Formula Capaian ICK

dengan monitoring dilakukan secara
bulamam.

F2.2.12

Opini akuntan publik
DISKE

Imdeks

1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat
2. TW : Tidak Wajar

3. WDP ; Wajar Dengan Pengecualian
4. WTP-DPP : Wajar Tanpa
Fengecualian Dengan Paragraf
Fenjelasan

3, WTM : Wajar Tanpa Modifikasian

Tahwun

Hasil penilaian yvang diberikan

gleh akuntan pu bilik

Max

AT

Fi.2.2

F2.2.2.1

Kesehatan Keuangan A

Aset bersih DIS JKM

set DISKM:

MiliarRp

Aset bersih DJS adalah nilal aset
setelah dikurangi liabilitas.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan secara
bulaman.

Tahun

Total Aset - Total Liabilitas

Max

AT

F2.3.22

F2.2.23

F2.2.3

Likuiditas DISKM

Opini akuntan pubdl ik
DUSKM

Kesehatan Keuvangan A

I mcheks

et DISHT:

Likuiditas DJS adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lancar.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara
bulamam.

1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat
2. TW : Tidak Wajar

3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
4, WTP-DPP : Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragral
Penjelasan

5. WTM : Wajar Tanpa Maod ifikasian

Tahwun

Tahwun

Aset lancar [/ Liabilitas lancar

Hasil penilaian yang diberkan

aleh akuntan pu blik

Max

AT

AT
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Na

Indikator Capaian
Kimeria

Satuan

Deskripsi ICK

Periode

Farmula Aktual ICK

Imdik at or
Keberhasilan

Formula Capaian ICK

F2.2.31

F22.32

F22.33

Fa.2.4

F22.4.1

Aset bersih DISHT

Likuiditas DISHT

Qpini akuntan publik
DUSHT

Miliar Rp

Indeks

Kesehatan Keuangan Aset DISP:

Aset bersih DISP

Miliar Rp

Aset bersih DIS adalah nilai aset
setelah dikurangi liabilitas.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara
bulanan,

Likuiditas IS adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lancar,

Penilalan dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan secara
bulaman,

1. TMP ; Tidak Memberikan Pendapat
2. TW : Tidak Wajar

3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
4. WTP-DPP : Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan

S, WTM : Wajar Tanpa Modifikasian

Aset bersih DIS adalah milai aset
setelah dikurangi liabilitas.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan secara
bulaman,

Tahwun

Tahun

Takhwun

Tahun

Total Aset - Total Liabilitas

Aset lancar / Liabilitas lancar

Hasil penilaian yvang diberikan
oleh akuntan pu blik

Total Aset - Total Liakilitas

Max

Max

Max

Max

AT

AT

AT

F22.42

Likulditas DISP

Likuiditas DS adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lancar,

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara

Takhwun

Aset lancar f Liabilitas lancar

Max

AT

www.peraturan.go.id



-60-

2021, No. 708

Na

Indikator Capaian
Kinerja

Satuan

Deskripsi ICK

Periode

Farmula Aktual ICK

Imdikat or
Keberhasilan

Formula Capaian ICK

F2.2.43

F2.2.5

Opini akuntan publik
ISP

Indeks

Kesehatan Kevangan Aset DISKP:

bulaman

1. TMP ; Tidak Memberikan Pendapat
1. TW : Tidak Wajar

3. WDPF : Wajar Dengan Pengecualian
4. WTP-DPP : Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan

5. WTM : Wajar Tanpa Mod ifikasian

Tahun

Hasil penilaian yang diberikan
aleh akuntan pu blik

Max

F2.2.3.1

F22.52

F22.53

Aset bersih DISKP

Likuiditas DISKP

Qpini akuntan publik
LISKEP

Miliar Rp

Indeks

Aset bersih DIS adalah nilai aset
setelah dikurangi liabilitas.

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan monitoring dilakukan secara
bulaman.

Likwidit as DJS adalah perbandingan
aset lancar terhadap liabilitas lancar

Penilaian dilakukan secara tahunan
dengan moni toring dilakukan decara
bulaman,

1. TMP ; Tidak Memberikan Pendapat
2. TW ; Tidak Wajar

3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
4. WTP-DPP : Wajar Tanpa
Fengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan

3, WTM : Wajar Tanpa Modifikasian

Tahwun

Tahun

Tahun

Total Aset - Total Liabilitas

Aset lancar / Liabilitas lancar

Hasil penilaian yvang diberikan
oleh akuntan pu blik

Max

Max

AT
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Tabel 3. 10. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

No Indikator Capalan Satuan Deskripsi ICK Periode Formula Aktual ICK Indlik ator Formula
Kinerja Keberhasilan Capalan ICK
Perspektif Keuangan
F1 Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio
F11 Total imbal hasil DS Ketenagakerjaan
FL1.1 Total imbal hasil k] Tingkat imhbal hasil dari Tahun Hasil Invest asi Netto,/Rata-rata Max AT
investasi DISKK investasi netto yang dilakulkan. Investasi Metto (t-1 dan t
Penil aian dilakukan secara
tahunan dengan monit oring
dilakukan secara bulanam.
F1.1.2 Total imbal hasil % Timgkat imbal hasil dari Talhwn Hasil Investasi Metto/Rata-rata Max AT
investasi DISKM imvestasi netto yang dilakulkan. Investasi Metto (t-1 dan t
berjalan)
um ilakuk am secara
talunan dengan manit aring
dilakukan secara bulanan
F1.1.3 Tatal imbal kasil % Timgkat imbal kadil dari AEL T Hasil Investasi Netto/Rata-rata Max AT
investasi DISHT investasi netto yang dilakulkan, Investasi Metto (t-1 dan t
berjalan|
Penil alam dilakukam secara
tahunan dengan monit oning
dilakukan secara bulanam.
F1.1.4 l'otal imbal hasil W limgkat imbal hasil dari 1 hum Hasil Investasi Metto/Rata-rata Max AT
investasi DISP investasi netto yang dilakulkan. Investasi Metto (t-1 dan t
beeerjail aam |
Penilaian dilakukan secara
tahunan dengan mnit oring
dilakukan secara bulanam.
F1.1.5 Total imbal hasil * Tingkat imbal hasil dari Tahwn Hasil Imeestasi Metto/Rata-rata Max AT

investasi DISKP

investasi netto yang dilakulkan.

Peniil aian dilakuk an s&cara
tahunan dengan manit aring

Inwvestasi Metto t-1 dam t
botzeral aam |
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Indikator Capaian Satuan Deeskripsi ICK Periode Formula Aktwal ICK Indiikator Farmula
Kinerja Keberhasilan Capalan ICK
dilakukan secara bulanamn.
F12 Tatal imbal hasil H Timgkat imbal hasil dari T Hasil Investasi NettofRata-rata Max AT
imvestasi BPIS imvestasi netto yang dilakukan Investasi Netto [t-1 dan t
Ketenagakerjaan berjalan|
Penil alan dilakukan secara
tahwnan dengan maonit oring
dilakukan secara bulanan,
F13 Rasio klaim jaminan sosial ketenagakerjaan:
F13.1 Rasio klaim JIKK % Perbandingan antara total Tahunamn Total manfaat yang dibayarkan Min. 0% Skor Aktual
manfaat yang dibayarkan dan J Totaliuran yang terkumpul Mod. 50%
votal iuran yang ter kumpul Max. 100
dalam bentuk persentase 0=-24% = B0% x bobot
15 - 45% = 100% » bobot
5% 120r% x bobot
51-75% = 100% x bobot
76— 100 = B x baobaot
> 100 =0
F13.2 Rasio klaim JCM W Perbandingan antara total Tahunan Tatal manfaat yang dibayarkan Min. 0% Skor Aktuwal
m at yang dibayarkan dan J Tota an yang terkumpul Mod, 50%
total iuran yang terkumpul Max, 100
dalam bentuk persentase 0= 24% B x bobot
25=09% 100r% » bobot
0% = 120r% x bobot
51-75% = 100% x bobot
T6-100% = 80% xbobot
> 1003 0
F1.3.3 Rasio klaim JHT k] Perbandingan antara total Tahunan Total manfaat yang dibayarkan Min. 0% Skor Aktual
manfaat yang dibayarkan dan J Total iuran yang terkumpul Maod. 508
total iuran yang terkumpul Max. 100H

dalam bentuk persentase

0-24% = B0% % bobot
25— 49% = 100% x bobot
50 = 120% » bobot

51=75% = 100% x bobot
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Nao Indikator Capaian Satuan Deeskripsi ICK Periode Formula Aktwal ICK Indiikator Farmula
Kinerja Keberhasilan Capalan ICK
M6 = 100% B x bobot
=100 4]
F13.4 Rasio klaim JP H Perbandingan antara total Tahunan Tatal manfaat yang dibayarkan Min. 0% Skor Aktwal
manfaat yang dibayarkan dan J Totaliuran yang terkumpul Mod, 50%
total iuran yang terkumpul Max, 100
dalam bentuk persentase 0= 2q% B x bobot
15=49% 100 x bobot
0% = 120r% x bobot
51=-T75% = 100% x bobot
T6=100% = 80% x bobot
> 1003 0
F1.3.5 Rasio klaim JKP W Perbandingan antara total Tahunamn Total manfaat yang dibayarkan Min. 0% Skor Aktual
manfaat yang dibayarkan dan J Totalivuran yang terkumpul Maod, 50%
total iuran yang terkumpul Max. 100H
dalam bentuk perientaie 0-24% = B3 & bobot
25 - 45% = 100% x bobot
50 = 120% » bobot
31-=T3% 100 x bobot
b= 100% B » bobot
> 1003 =0
Perspektif Peserta
ML Terwu judnya jaminan sosial nasional berkualitas bagi selurub pekerja Indonesia
M1l Cakupan pederta % Cakupan pederta adalah AEL T ¥ [Jumlah peserta) f Max AT
perbandingan jumlah peserta I [lumilah tenaga kerja)
terdaftar di BPIS dengan total
tenaga kerja Indonesia pada
tahun bersangkutan.
M1.2 Tingkat kepuasan Imdeks Indeks Kepuasan peserta semua Tahun Rata-rata skor hasil exit polls Max Menggunakan
peserta jenjang layanan; metode
1. Tidak Puas Servgual
2. Kurang Puas
3, Cukup Puas

4, Puas
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Mo Indikator Capaian Satuan Dieskripsi ICK Periode Formula Aktual ICK Imdik ator Farmula
Kinerja Keberhasilan Capalan ICK
5. Sangat Puas
Peil aiam dilakukan wecara
tahunan, monitoring secara
builanaim.
Perpektif Proses Internal
P1 Meningkat kan manajemen kepesertaan
PL1 Jumiah redkoru tmen Peserta Jumilah peserta baru Tahun I (Peserta Baru) Max AT
peserta baru
F12 Timgkat Retensi H Ukuram loyalitas pesarta Bulan [E-M )5 x 100 Max AT
Peserta E:Jumilah peserta akhir periode
N:Jumilah peserta baru direkrut
5: lumlah peserta per 1 Jamuari
P13 Integrasi data Peserta Seluruh peserta yang terdaftar Semester Jumlah peserta BPJS Kesehatan Max AT
peserta demgan sebagal PFU BU pada BF IS5 yang terdaftar pada BPIS
BPIS Kesehatan Ketenagakerjaan dijadikan Ketenagakerjaan sebagai PPU
acuan untuk mengintegrasikan BU / jumlah peserta PPU BU
data peserta yang sama pada yang terdaftar di BRIS
BPIS Kesehatan, meskipun Ketenagakerjaan
status kepesertaanmya di BPKS
Kesehatan adalah sebagai PEPLU
P2 Meningkatkan manajemen furan
Fl Rasio kolektabilitas W Timgkat keberhasilan menarik Bulan Penerimaan f Pendapatan Max AT
juran JKK luran dari peserta tepat waktu.

Catatan:

Tidak termasuk PBEI jika
terdapat kebijakan PB| pada
program JKK

Keterangan:

- Penerimaan adalah realisasi

jumiah iuran uang diterima
Pendapatan adalah jumlah
iuran yang seharusnya
diterima
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Nao Indikator Capaian Satuan Deeskripsi ICK Periode Formula Aktwal ICK Indiikator Farmula
Kinerja Keberhasilan Capalan ICK
P22 Rasio kolektabilitas % Tingkat keberhasilan menarnik Bulan Penerimaan / Pendapatan KMax AT
iram JKM iuran dari peserta tepat waktu.
Keteramgan:
Catatan;
Tidak termasuk PEI jika - Penerimaan adalah realisasi
terdapat kebijakan PE| pada Jumiah juram wang diterima
program JKK Pendapatan adalah jumlah
iuran yang seharusnya
diterima
P23 Rasio kolektabilitas H Tingkat keberhasilan menarik Bulan Penerimaan J/ Pendapatan Max AT
isran JHT iuran dari peserta tepat waktu
Keterangan:
Catatan:
Tidak termasuk PBI jika = Penerimaan adalah realisasi
terdapat kebijakan PE| pada jumilah iuran wang diterima
program JHT Pendapatan adalah jumlah
iuran yang seharusnya
diterima
P24 Rasio kolektabilitas % Timgkat keberhasilan menarik Bulan Penerimaan / Pendapatan Max AT
iwram JP iuran dari peserta tepat waktu.
Keteramgan:
Catatan:
Tidak termasuk PBEI jika = Penerimaan adalah realisasi
terdapat kebijakan PRI pada jumiah iuran wang diterima
program JP Pendapatan adalah jumlah
iuran yang seharusnya
diterima
F25 Rasio kolektabilitas % Tingkat keberhasilan menark Bulan Penerimaan f Pendapatan Max AT

iuran JKP

iuran dari peserta tepat waktu.

Catatan:

Tidak termasuk PBI jika
terdapat kebijakan PBl pada
program JKP

Keteramgan:

- Penermaan adalah realisasi

jumlah juramuang diterima
Pendapatan adalah jumlah
iuran yang seharusnya
diterima
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F3 Meningkatkan manajemen layanan manfaat
P31 5LA layananm manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan:
F3.1.1 SLA layanan Hari Rata-rata waktu layanan yang Bulan T hari kerja setelah Miin Skor Aktual
manfaat JKK sesual SLA sebagaimana diatur terpenuhimya persyaratan
dalam Peraturan Pemerintah. teknis dan administrat if (PP no.
44 tahun 2015}
Sebelum 7 hari: 120% x bobot
Pada hari ke-/: 100% x bo bot
Setelah ¥ har:0
P3.1.2 SLA layanan Hari Rata-rata waktu layanan yang Bulan 3 hari kerja setelah Min Skor Aktual
manfaat JKM sesual SLA sebagaimana diatur terpenuhinga persyaratan
dalam Peraturan Pemerintah. teknis dan administrat if (PP no.
44 tahun 2015)
Sebelum 3 hari: 120% x bob ot
Pada hari ke-3; 100% x bobot
Setelah 3 har: D
P3.1.3 SLA layanan Hari Rata-rata waktu layanan yang Bulan 5 hari kerja setelah Miin Skor Aktual
manfaat JHT sesual SLA sebagaimana diatur terpenuhinya persyaratan
dalam Peraturan Pemerintah. teknis dan administrat if (PP no.
46 tahun 2015}
Sebelum 5 kar: 120% x babat
Pada hari ke-5; 100% x bobat
Setelah 5 har:0
P3.14 S5LA layanan Hari Rata-rata waktu layanan yang Bulan 15 hari kerja setelah Miin Skor Aktual
manfaat P sesual SLA sebagaimana diatur terpenuhinga persyaratan
dalam Peraturan Pemerintah. teknis dan administrat if (PP no.
45 tahun 2015)
Sebelum 15 hari: 120% x bobot
Pada hari ke-15: 100% x bobot
Setelah 15 har: 0
P3.15 SLA layanan Hari Layanan yang sesuai 5LA Bulan Mengikuti ketentuan dalam Miin Skor Aktuwal
manfaat JKP sebagaimana diatur dalam peraturan perndang-
Peraturan Pemerintah. undangan yang terkalt dengan
JEP
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Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
L1 Meningkatkan prod uktivitas S0
L1.1 Strotegic Job Imidek s Indikat or yamg g ukur T Timgkat kesiapan aktwal / Max AT
Readiness Index kesiapan pejabat struktural Tingkat kesiapan ideal
dalam menjabat suatu posisi
L1.2 Employes Imdek s Hasil imdek s engagement Tahwun Timgkat aktual keterlibatan Max AT
Engogement Index pegawaif
Tingkat ideal ketedibatan
pegawal
L2 Meningkatkan kapabilitas organisasi
L2.1 Indeks tata kelola Imdeks Timgkat kematangan tata kelola T.ahun Hasil penilaian assessor dani Max AST
oganisasi |(Good Conporate husar
Governance) yang diukur oleh
lembaga ekstemal yang
indep enden.
L2.2 Imecdek s layaman unit Imidek s Indeks Kepuasan pelanggan Semester Rata-rata skor hasil survei Max Menggunakan
pendukung internal terhadap layanan unit metode
pendukung seperti Baglan senvgual
Pengadaan, Keuangan, SDM,
Hukwm, Umwum, dib,
Pergukuran dilakukan melalui
survei kepada unit pelanggan
internal dengan skala pendlaiam
sebagal berikut:
1. Tidak Puas
2. Kurang Puas
3. Cukup Puas
4. Puas
5. Sangat Puas
L2.3 OTOBOS Inksiatif H Timgkat keberhasilan eksekusi Bulan I OT+0B+05)/3* Weight Max AfTx115%

Srategis

Program Kerja dengan kriteria
On Time, On Budger, dan On
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Specification.
L2.4 Risk Moty Imdek s Tahwn 300 : Leadership Max AST
Level Risk maturity level diukur 4.00-4.99 :Managed
berdasarkan o ssEssment 3.00-3.99 : Repeatable
Governance Risk and 2.00-2.99  Initial
Compliance (GRC] dengan skala 0.00-1.99  Adhoc
0-5.
L5 Otomasl Proses Sub Sistem Jumilah proses bisnis yang Irivsulan Jumilah sub sistem Wang Max ._u...___
Bl smis ditargetkan dictomasi
Jumilah subsistem yang
ditargetkan untuk diotomasi
L.2& Peryampaian Laporar
L26.1 Peryampalan Walktu _h—m..r..mJT.mq.ﬁ.m..r..mm dan Direksi Semester Laporam semesteran Min Skor Aktual
laparan menyampaikan laparan disampaikan kepada Prediden
pelaksanaan program, laporan keuangan, paling lambat 30 September

program, termasuk
konedis keuamngan
secara berkala

dan laporan pengawasan
penyelenggaraan jamiman sosial
setlap & bulan sekali

Seguai ketentuan Pasal 13 huruf
k Undang-Undang Nomaor 24
Tahun 201 1 tentang Badan
Penmyelenggara lJaminan Sosial

untuk semester 1 tahun
berjalam dan untuk semester 2
palimg lambat 310 huni tahun
berikutrya

Disampaikan kepada Presiden
melalul Kesekretariatan Negara
sebelum 30 September untuk
semester 1 tahun berjalan dan
sebetum 30 buni wnbuk
semeseter 2 tahun berikutnya:
120% x bobot

Disampaikan kepada Presiden
melalui Kesekretar

an Negara
pada saat 30 September untuk
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semester 1 tahun berjalam dan
pada saat 30 bunl wntuk
semedeter 2 tahun berikutnya:
100% x bobot
Disampaikan kepada Presiden
mielilui Kedekretariatan Negara
setelah 30 September wntuk
semester 1 tahun berjalan dan
setelah 30 hund wintuk
semeseter 2 tahun berikutnya:
4]
L26.2 Peryampalan Waktu Dewan Pengawas dan Direlksi Takhwn Laporam tahunan disampaikan Min Skor Aktual
laporan menyampalkan laporan kepada Presiden melalui
pengelolaan pengelalaan program dan Kesekretariatan Megara Paling
program dan laporan keuangan tahunan BP IS lambat 30 buni tahun
laporan kewangan Ketenagakerjaan dan DIS berikutmya
tahunan BF 15 Ketenagakerjaan, termasuk
Ketenagakerjaan laporan pengawasan Disampaikan kepada Presiden
dan DJ5 melalui Kedekretariatan Negara
Ketenagakerjaan Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat sebelum 30 juni tahun
(1} Undang-Undang Nomaor 24 berikutrya: 120% x bobot
Tahun 201 1 tentang Badan
Peryelemggara Jaminan Sotial Disampaikan kepada Presiden
melalui Kesekretariatan Negara
pada saat 30 junitahun
berkutnya: 100% x bobot
Disampaikan kepada Presiden
mielilui Kedekretariatan Negara
setelah 30 huni tahun
berikutmya: O
L2.7 Penetapan Hari Dewan Pengawas melakukan Tahun Penetapan dilakukan sebelum Min Skor Aktual
rancangan Renstra penetapan atas ramcangan 63 hari sejak rancangan renstra
oleh Dewan renstra paling lambat &3 hari diterima lengkap oleh dewan

Peng awas

kalender sejak rancangan

pengawas; 120% x bobot
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renstra diterima dengan
lengkap oleh Dewan Pengaw as Penetapan dilakukan pada saat
|PerDewas Namar 6f2017) 63 hari sejak rancamgan renstra
diterima lengkap oleh dewan
pengawas: 100% x bobot
Penetapan dilakukan setelah 63
hari sejak rancangan renstra
diterima lengkap oleh dewan
pengawas: O x bobot
L2.B Diireksi Indeks Presentase SNP Dewas yvang Tahunan [ISNP yang ditind aklanjuti oleh Max Kombinasi AJ/T
meenimdaklanjuti ditindaklanjuti oleh Direksi Direksi) SNP Dewas yang dan Skar
saran, nasihat, dan selama tahun berjalan dalam disampaikan keppada Direksi} X Aktual
pertimbangan dari kurun waktu paling lambat 30 100} + [Ketepatan waktu

Deswan Pengawas

hari kerja (opsi lainnya waktu
yang disepakatiantara Dewas
dan Direksi)

tindak lamjut SNP aleh Direlksi} /
|

Indeks ketepatan w aktu:

Dt imela k banjuti bebih cepat dari
waktu yang disepakati Dewas
dan Direksi: 120%

Dvitimdla k lamjuti sesual waktu
yang disepakati Dewas dan
Diireksi; 1 00%

Diitirsa klanjuti lesvat dari

wiaktu yang disepakati Dewas
dan Direksi: Ik

Indeks SNP yang

it ircl ke by i

Kalau 1 00% atau lebik: 120% x
bobot

Kalau 95% - 9%%: 100% x bobot
Kalau di bawah 95%: 0% x
bobot
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L9 Reviu atas Hari Dewan Pengawas melakukan Takhwun Paling lambat 30 har sejak Min Skor Aktual
ramcangan reviu terhadap rancangan rancangan perubahan renstra
Perubahan Renstra perubakan rendtra yang diterima dewan pemngawas
obeh Dewan diajukan cleh Direksi paling Hall reviu disarnpailan kipada
Pemgawas lambat 30 hari kalender sejak Direks] sababam hari ke-30:
rancangan renstra diterima 130% » bobot
Catatan: aleh Deswan Péngawas
Hanya berlaku jika [sesuai Per Dewas No 6/2017) hasil reviu disampaikan kepada
duiuisan Direksi pada hari ke-30; 100% x
perubahan hobot
terhadap Renstra
Hasil reviu disampaikan kepada
Direksi setelah hari ke- 30; 0
L2.10 Dewan Pengawas Waktu Dewan Pengaw as memberikan Tahun Dewas memberikan Mim Skor Aktual
memberikan perietujuan atas rancangan perietujuan sebelum 30
persetujuan atas REAT yang akan disampaikan September tahun anggaran:
rancangan REAT kepada Kementerian Keuangan 120% x bobot
yang akan paling lamhbat tanggal 30
disampaikan September sebelum takhun Dewas memberikan
kepada anggaran persetujuan pada saat 30
Kement erian September tahun anggaran:
Keuangan 100% x bobot
Dewas memberikan
perietujuan pada <aat 30
September tahun anggaran: 0
1211 Deswan Pengawas Waktu Dewan Pengawas menstapkan Tahwun Paling lambat 31 Desember Miin Skor Aktuwal

menetapkan RIKAT

RKAT paling lambat tanggal 31
Desember tahun sebelumnya

ta hun sebelumma

Ditetapkan sebelum 31
Desember: 120% x bobot
Ditetapkan pada 31 Desember:
100% x bobot

Ditetapkan setelah 31
Desemberi: 0
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L2.12 Dviredksi menin daklanuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:
L2.12.1 Diireksi H Presen tase rekomendasi DISN Triwulan Jumilah rekomendasi yang Max AT
i da klanjuti yang ditindaklanjuti aleh Direksi ditimd aklanjuti f jumilah
rekomendasi darni rekomendasi yang disampaikan
DISN
L2.132.2 | Direksi % Presentase rekomend asi Tahunan Jumlah rekomendasi yang Max AT
meenimdaklanjuti Pengawas Eksternal yang it ind aklan]uti £ jumlah
rek omendasi dan .ﬂ_ﬁ_—.-ﬂmx_.m—-_._t.n_ obeh Diredsd qu.ﬂzmjﬂ.mm_z.ma.ﬂ_mmgﬂ.m_x.m:
Pengawas Ekstermal |Pengawas Eksternal linnya
lainnya menurut UL; OJK B BPK,
namun dapat juga mencakup
rekomendasd darl pengawas
eksternal menunut peraturam
perunida ng -und angan Linnya,
seperti: KPK, BPEP,
Ombudsman, dan lainmyal
L3 Meningkat kan utilisasi tekmno logi i nfor masi
13.1 Ketersediaan % Ketersedisan sistem Tl atau Bulan Rata-rata pemenuban Max AT
sistem Tlatau down [ime sistem ketersediaan sistems LA
down time sistem
13.2 Interoperabilitas Sktem Jumiah sistem informasi KfL Semester Jumilah sistem informasi KL Max A
sistem Informasi imformasi yang telah terintegrasi dengan yang terint egrasi f
JEN dengan KL ditem informasi BPJS Jumilah target it em inlormasi
terkait Ketenagakerjaan KfLyang akan dintegrasikan
3.3 IT hMotwrity Level Imdek s Diwkur berdasarkan tingkat Semester Berdasarkan hasil asesmen Max AT

matwritas Tl dalam rangka
menunjang BRIS, termatuk
mengukur efektivit as
pengelolaan Tl berdasarkan
pendekatan COBIT

pihak ketiga
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BAB IV
MONITORING DAN PENILAIAN
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Al Monitoring ICK

Monitoring kinerja dilakukan melalui monitoring ICK paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali sepanjang satu tahun penuh mulai dari Januwari sampai dengan
Desember. Obyek yang dipantau adalah capaian ICK Kumulatif, yaitu perbandingan
antara ICK Kumulatif Aktual dengan ICK Kumulatif Target, sehingga capaian
tersebut merepresentasikan kinerja sejak Januari sampai dengan bulan monitoring.

Monitoring ICK dilakukan secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan
sekali melalii mekanisme rapat triwulan yang dilengkapi dengan sistem dashboard
mulai Januari sampai dengan Desember. Pada monitoring triwulan terakhir, hasil
monitoring dapat diartikan capaian kinerja dalam waktu setahun, karena
monitoring yang dilakukan setiap triwulan bersifat kumulatif.

Tujuan monitoring adalah untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi
deviasi capaian ICK. Deteksi dini diperlukan untuk melakukan koreksi (corrective
action] sehingga lebih mudah dan lebih murah.

Monitoring triwulan tersebut merupakan tahap pengawasan yang dilakukan
setelah pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BPJS setiap
bulan. Selain itu metode triwulan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 31 huruf
¢ Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode
Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa monev
melalui pertemuan berkala DJSN dengan BPJS yang diselenggarakan paling sedikit
3 (tiga) bulan sekali. Oleh karenanya, dashboard merupakan alat/instrumen yang
digunakan DJSN dalam melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan tahapan pengawasan intermnal yang dilakukan oleh BPJS dan
pengawasan eksternal yang dilakukan DJSN, dapat digambarkan tahapan
pengawasan secara komprehensif sebagai berikut:

Gambar 4. 1. Skema Penilaian ICK

~

Laporan Pengelolaan oran Audit) Assessment
Jed e Audit/ A=
Program Tahunan Keuangan [opini)
Pendahuluan Kinerja
Aspek Kelembagaan Kepatuhan
Aspelk Laporan Hasil
Penyelenggaman Eu::m;:;iﬂ-umy
Program poran umen
Aspek Keuangan pendukung penilaian
Laporan TL Hasil _,/II

Penilaian IPK oleh Penilaian IPK oleh Self Assessment IPFK
DJSN Dewnn Pengawas oleh Direlesi
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Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kongkrit, berikut ini ditampilkan

model simulasi yang menjelaskan bagaimana proses monitoring itu berlangsung.

Model simulasi ini mengambil contoh monitoring kinerja untuk periode triwulan

satu, yakni capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Tabel 4. 1 Model Simulasi Monitoring Kesehatan Keuangan Aset BP.JS Kesehatan
dan Aset DJS Kesehatan Triwulan 1 Tahun 202X

Indifkator Taret — Nidlai
Indikator Kesehatan Keuangan Keber- Satuam Tu:f::lr. YTD Target Akbual Capatam [Skor
hasilan Aktual)
(1] 2 K] 4 5 1B} il B}
FI | Termmudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Aluntabel
Fid Kese n Keuangan Aset BPJS Kesehatan
F21.1' | Rasio beban tert n [HOFOY Min L H] 45 2! TR 458
F2.12 | Hasio aset lanca Iz Max 200 200 +00 2007 »
Fi.1.3 | Hamio Hountas terhadap abilitas Max 150 150 200 133 "
F2.1.4 | Opinialuntan publik Max Indeks 100 100
Fi1Z Keschatan Keuangan Aset 1S Kesehatan
F2.1.1 | Aset Bersih [uI3 Kesehatan Max 4 1 o7 7 2,1
FZ 13 | Takuiditas TAE Kesehatan Flax 200 00 200 T O
Fi1.3 | Upmmialuntan public Max Indeks 100 100
Taotal 1K) ]
Tabel 4. 2. Model Simulasi Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 202X
Indiileator
o L ) . Target Ym il i .
Perspektif - Program Kerja - ICK ::z-le:r Satuan Tahanan Target | Akhul Capadan Skor % Bobaot Milad
in | k]l ol i5 15 il 1B el 1o
FERSPEKTIF KEUANGAN
FI | Meningkatkan Fengendalan Biaya dan Manayemen Portololio
FI.3 J Rasio Klaam JEN | Billir 50 o =) T w J ar [N:]
PERSPEXTIF PESERTA
51 [ Termuudnya Jamman Keschatan Nasional Berlo agi Sefunth
Penduduk Indonesia
3l | Tingicat kepuasan peseria | Max | Incleks 4 2] 1 i [ T 14 a, 10
PERSPEKTIF PROSES [ AL
Fl | Meningkatkan Manajemen Kepesertaam
P2 'k: d peserta dengan BRJS Max Peserta | 9R.0O0 | 49.000 | 70.000 | 142.86% @ 4 14 0,56
Fi | Meningkatkan manajemen IURAN
P11 | Rasio kolekta Max | 94 99 b U 1594 12 [
P3| Menngkatkan Manajemen Manlaat dan Fashitas Kesehatan
P12 | Persentase klaam yang dibayarican Max | a7 Hi 40 L1k & 4l 12 0,57
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
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Inikator Tagt | Yo | vm
Perspektif - Program Kerja - ICK Keber- Satwan | o-vE" Target | Akpua | Copsian | Skor | % Bobot | Niai
hasilan
[ =] [&] [ [T IE4 (7 18} &l (]
LY | Menngikatian produktratas SDM
LI | Strategic Job Meadiness Incex | Max | Incleks &0 ia B, 7o% 45 1% L2
[F | Memngkatkan Rapabalitas LiTganis=s:
2.1 | Indeks Tata Kelola | Max | Indeks 100 91 Bl [RET R B u, 16
L3 | Menngkatkan Utilisas Tekonolog Informasn
Li 1 | 3LA Teknolog Indormasi dam . 3 a
Kamumikasi Max % an ab ol 101,11% & 303 B 0,4
TOTAL 100% 1) ) TP 273

Contoh dashboard di atas dapat memberikan gambaran bagaimana
monitoring kinerja dilakukan. Keolom (1) menunjukkan perspektif, sasaran
strategis, dan ICK. Kolom (2) adalah indikator keberhasilan ICK, dimana Max.
berarti Maximize atau semakin besar realisasi ICK semakin baik, sementara Min.
artinya Minimize atau semakin kecil realisasi ICK semakin baik. Khusus pada ICK
Rasio Klaim di dalam Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 terdapat indikator keberhasilan
Mod. yang berarti Moderate atau nilai tertinggi terletak pada titik tengah seperti
halnya kurva lonceng (bell curve).

Sebagai contoh, simulasi dalam Tabel 4.1 menggambarkan monitoring
kinerja Triwulan 1, artinya kumulatif kinerja dari Januari sampai dengan Maret.
Capaian ICK diperoleh dengan membandingkan Year fto Date (YTD) Aktual dengan
¥YTD Target. YTD Target adalah target pada saat monitoring terhadap ICK
dilakukan, dalam hal ini monitoring dilakukan per triwulan.

Langkah berikutnya adalah mengkonversi nilai capaian dalam bentuk
persentase menjadi skor dalam skala 4. Rumus konversi nilai capaian kinerja

untuk mendapatkan skor adalah sebagai berikut:

Skor = capaian x 3
target

Formula di atas menggunakan angka 3 sebagai pengali karena angka 3
merepresentasikan capaian 100%, sementara untuk angka 4 merepresentasikan
capaian 120% atau lebih.

Model perhitungan konversi nilai capaian menjadi skor disajikan pada

tabel di bawah ini.
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Tabel 4. 3. Konversi Capaian Kinerja Menjadi Skor

CAPALAN SKOR HATEGORI WARNA
Capaian = 120% Skor=4 Baik Sekali
100% = Capaian = 119% 3= Shor =4 Baik
BO% = Capaian = 98% 2= Skor=3 Cukup
60% = Capaian = 7T8% 1 = Skor = 2 Kurang MERAH
Capaian < 60% Skor=1 Buruk HITAM

Perhitungan selanjutnya adalah Skor ICK dikalikan dengan % Bobot
sehingga diperoleh Nilai. Selanjutnya Nilai pada kolom (10) dijumlahkan, sehingga
diperoleh angka 2,72 yang merupakan Nilai Rapor Kinerja pada Triwulan 1. Nilai
2.72 juga dapat dikonversi kembali menjadi nilai capaian dalam persen, yaitu
91,2%. Sementara total nilai (skor aktual) untuk kesehatan keuangan aset DJS
dan aset BPJ3 didapat dari rata-rata nilai (skor aktual) seluruh indikator
kesehatan keuangan.

Kegiatan monitoring ini dilakukan paling sedikit setiap 3 bulan. Dari
simulasi di atas terlihat satu ICK yang berwarna hitam yaitu tingkat kepuasan
peserta, dan satu ICK berwarna merah yaitu indeks tata kelola. Berdasarkan
ilustrasi di atas, informasi seperti ini dapat ditindaklanjuti dengan menelusuri
penyebab rendahnya kedua ICK tersebut dan dilakukan corrective action agar ICK
pada saat monitoring berikutnya menjadi lebih baik.

B. Penilaian Capaian Kinerja BPJS
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program
dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, agregat
nilai capaian kinerja BPJS merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian

kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan.

Nilai capaian kinerja + Nilai capaian kinerja
Agregat nilai penyelenggaraan program keschatan keunangan
capaian kinerja
BPRJS 9
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Pedoman ini merupakan instrumen untuk menetapkan dan menilai kinerja
BPJS sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan, yang hasilnya digunakan
sebagai referensi untuk menentukan besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan
Direksi BPJS. Pedoman ini dibuat dalam bentuk sistem dan aplikasi agar dapat
menyajikan data yang wajar, transparan, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka memenuhi 3 (tiga) azas dan 9 (sembilan)
prinsip SJSN.

Hasil penilaian capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dapat
pula digunakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka melihat kondisi
objektif penyelenggaraan SJSN. Dengan demikian, melalui pedoman ini
diharapkan BPJS selaku operator dapat memberikan kinerja yang optimal untuk

memenuhi harapan dan kepuasan peserta.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
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LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUELIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN
CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL

Format Izian Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
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Lampiran 2.1. Format Usulan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan
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Lampiran 2.2. Format Usulan Target dan Bobot Capaian Kinerja BPJS Kesehatan
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Lampiran 2.3. Format Usulan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan
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Lampiran 2.4. Format Usulan Target dan Bobot Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
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Lampiran 2.5. Format Penetapan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan
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Lampiran 2.6. Format Penetapan Target Capaian Kinerja BPJS Kesehatan
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Lampiran 2.7. Format Penetapan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

Satuan Tamnget Farmila

Kesterangan

K s

Inele ks

k
Aset DJSKE

n Aset [AJSEM

sel DUSKM

Asel |

m Aset D

n Amet [

www.peraturan.go.id



2021, No. 708

Lampiran 2.8. Format Penetapan Target Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
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Lampiran 2.9. Format Penilaian Kesehatan Keuangan
Aszet BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan
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Lampiran 2.10. Format Penilaian Capaian Kinerja BPJS Kesehatan
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Lampiran 2.11. Format Penilaian Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan
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